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KATA SAMBUTAN

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa,
atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku
"Politik Uang Digital: Tantangan dan Strategi Pencegahan"
karya Dr. Mario Tulenan Parinsi S.Kom, MTI. dapat
diterbitkan.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, praktik
politik uvang pun telah bertransformasi mengikuti arus
perubahan zaman. Buku ini hadir sebagai respons kritis
terhadap fenomena tersebut, menyajikan  analisis
komprehensif tentang modus operandi politik uang digital
serta strategi pencegahannya yang inovatif.

Sebagai upaya menjaga marwah demokrasi Indonesia di era
transformasi teknologi, buku ini dihadirkan untuk membedah
ancaman, celah sistemik, sekaligus merumuskan solusi
inovatif dalam menghadapi praktik politik transaksional yang
kian mengglobal. Penulis dengan cermat mengupas berbagai
aspek mulai dari evolusi praktik politik uang, modus operandi
terkini, hingga dampaknya terhadap integritas pemilu.

Yang patut diapresiasi, buku ini tidak hanya berhenti pada
tataran analisis, namun juga menawarkan strategi
pencegahan berbasis teknologi dan kolaborasi multisektor.
Pembaca diajak untuk memahami peran teknologi
blockchain, kecerdasan buatan, serta pentingnya literasi
digital dalam membangun sistem pengawasan yang efektif.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi berharga
bagi berbagai pemangku kepentingan, mulai dari



penyelenggara pemilu, akademisi, praktisi hukum, hingga
masyarakat umum yang peduli akan masa depan demokrasi
Indonesia. Semoga upaya ini dapat berkontribusi dalam
membangun ekosistem politik yang lebih berintegritas dan
tahan terhadap godaan politik uang di era digital.

Akhir kata, kami mengucapkan selamat kepada penulis atas
dedikasi dan kerja kerasnya dalam menghadirkan karya yang
sangat relevan ini. Semoga buku ini dapat menginspirasi
langkah-langkah konkret menuju pemilu yang lebih
berkualitas dan demokrasi yang lebih bermartabat.

Bitung, Maret 2025

Ketua Bawaslu Kota Bitung

Deiby A. Londok



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha
Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, buku yang mengupas
tuntas fenomena politik uang digital ini dapat diselesaikan.
Sebagai upaya menjaga marwah demokrasi Indonesia di era
transformasi teknologi, buku ini dihadirkan untuk membedah
ancaman, celah sistemik, sekaligus merumuskan solusi
inovatif dalam menghadapi praktik politik transaksional yang
kian mengglobal.

Perkembangan teknologi finansial dan digitalisasi sistem
pemilu telah membuka babak baru dalam dinamika
demokrasi. Sayangnya, kemajuan ini juga dimanfaatkan
untuk memodifikasi praktik politik vang melalui dompet
digital, cryptocurrency, manipulasi media sosial, hingga aliran
dana lintas batas. Situasii inilah yang mendorong penulis
untuk mendokumentasikan analisis sekaligus strategi
pencegahan berbasis teknologi dan kolaborasi multisektor.

Dinamika politik yang begitu dinamis pada akhirnya
membawa dampak pada adanya upaya-upaya negatif
kontestan melalui bentuk politik uang. Ditengah
berkembangnya teknologi digital maka perbuatan politik
vang pada akhirnya turut bertransformasi. Modus seperti
transfer mikro via e-wallet, dan yang lainnya memerlukan
pendekatan antisipatif. Melalui buku ini, pembaca diajak
memahami:

1. Perkembangan politik uang dari era konvensional ke

digital.
2. Peran teknologi blockchain dan Al dalam
pengawasan.



3. Strategi pemberdayaan masyarakat sipil melalui
literasi digital.

4. Rekomendasi kebijakan progresif untuk pemilu
berintegritas.

Penulis juga tidak menampik adanya keterbatasan, terutama
dalam hal penulisan yang kurang lengkap. Kritik dan saran
dari akademisi, praktisi, serta masyarakat umum sangat
diharapkan untuk penyempurnaan edisi mendatang.

Akhir kata, buku ini diharapkan memberi manfaat wawasan
pengetahuan bagi seluruh pemangku kepentingan mulai dari
pemerintah, aparat penegak hukum, hingga generasi muda
dalam merawat integritas demokrasi yang terus terancam
oleh politik vang apalagi di tengah makin berkembang
pesatnya teknologi digital.

Manado, Februari 2025

Dr. Mario Tulenan Parinsi S.Kom, MTI
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Politik vang digital telah menjadi ancaman serius bagi
integritas demokrasi di Indonesia. Praktik ini memanfaatkan
teknologi finansial dan media sosial untuk menyalurkan dana
ilegal secara terselubung kepada pemilih. Beberapa temuan
kunci menunjukkan bahwa 23% pelanggaran pemilu 2024
melibatkan transfer dana melalui dompet digital, sementara
67% masyarakat Indonesia meragukan keadilan proses politik
akibat maraknya politik uang. Praktik ini juga menyedot 15-
20% APBD kabupaten untuk "biaya transaksional" politik.

Tantangan utama dalam mengatasi politik vang digital
mencakup kompleksitas transaksi digital yang sulit dilacak,
regulasi yang tertinggal dari perkembangan teknologi, dan
keterbatasan kapasitas lembaga pengawas. Persepsi
masyarakat yang menganggap praktik ini normal juga
menjadi hambatan, ditambah dengan kejahatan lintas batas
yang sulit dipantau. Anonimitas teknologi seperti dompet
digital dan cryptocurrency memungkinkan aliran dana ilegal
dilakukan secara terselubung, sementara UU Pemilu yang ada
belum mengatur secara eksplisit modus-modus modern
seperti pemanfaatan NFT atau airdrop token.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan strategi
komprehensif yang meliputi reformasi regulasi, inovasi
teknologi pengawasan, penguatan kapasitas kelembagaan,
dan edukasi publik. Reformasi regulasi harus mencakup
perluasan definisi politik vang dalam UU Pemilu untuk
mengakomodasi transaksi digital, disertai sanksi pidana yang
lebih berat. Inovasi teknologi seperti integrasi Al dan
blockchain dapat membantu mendeteksi pola transaksi



mencurigakan dan memastikan audit real-time dana
kampanye.

Penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan auditor
digital  bersertifikasi dan alokasi anggaran untuk
pengembangan sistem analitik big data juga krusial. Edukasi
publik harus dilakukan secara terstruktur, termasuk integrasi
materi pendidikan demokrasi digital ke dalam kurikulum
sekolah dan pesantren, serta kampanye di media sosial untuk
meningkatkan literasi masyarakat.

Kolaborasi lintas sektor dan internasional juga penting untuk
melacak aliran dana asing dan membangun sistem
pengawasan yang lebih efektif. Peningkatan transparansi
dana kampanye melalui pelaporan real-time berbasis
blockchain dan pembatasan donasi maksimal dapat
membantu mencegah penyalahgunaan dana. Perlindungan
pelapor dan whistleblower melalui UU khusus juga diperlukan
untuk  mendorong  partisipasi  masyarakat  dalam
pengawasan.

Tantangan politik vang digital bukan hanya masalah
prosedural, tetapi ancaman nyata terhadap esensi demokrasi
Indonesia. Solusi holistik yang menggabungkan ketegasan
hukum, inovasi teknologi, partisipasi aktif masyarakat, dan
reformasi sistem politik sangat diperlukan. Tanpa langkah
konkret dan komitmen kolektif untuk menolak transaksi
suara digital, demokrasi Indonesia berisiko tereduksi menjadi
sekadar ajang lelang suara yang dikendalikan oleh kekuatan
uang dan teknologi. Masa depan demokrasi bergantung pada
kemampuan kita untuk memastikan bahwa kedaulatan



rakyat tidak dikalahkan oleh algoritma dan kekuatan
finansial.
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BAB 1 — Evolusi Politik Uang di
Era Digital

A. Transformasi Praktik Politik Uang
Dari Tunai Ke Digital

Politik uang merupakan ancaman serius bagi demokrasi dan
keadilan sosial karena merusak prinsip dasar kedaulatan
rakyat. Praktik ini mengubah pemilu dari ajang kompetisi
gagasan menjadi transaksi beli-suara, di mana kandidat
dengan modal besar—biasanya didukung oligarki atau
korporasimmendominasi panggung politik. Akibatnya,
kekuasaan tidak dipegang oleh sosok yang kompeten atau
berintegritas, melainkan oleh mereka yang mampu
membayar mahal untuk dukungan. Di banyak daerah di
Indonesia, kepala daerah terpilih justru terlibat korupsi
anggaran daerah untuk "mengembalikan modal" kampanye,
menciptakan siklus korupsi yang berdampak pada
pembangunan yang timpang.

Di tingkat masyarakat, politik uang memperdalam
ketimpangan sosial dengan menjadikan kelompok rentan
sebagai objek eksploitasi. Rakyat miskin di pedesaan atau
wilayah marginal sering dipaksa "menjual” suara demi iming-
iming sembako, uvang tunai, atau bantuan digital. Padahal,
praktik ini hanya memberi keuntungan sesaat tanpa
menyelesaikan akar kemiskinan. Data BPS (2023)
menunjukkan bahwa di Nusa Tenggara Timur, 45% penerima
bantuan politik masih hidup di bawah garis kemiskinan



BAB 2 — Modus Operandi Politik
Uang Digital

A. Identifikasi nomor telepon potensial
pemilih

Politik uang digital di Indonesia mengadopsi berbagai strategi
yang memanfaatkan celah teknologi finansial. Sumber (Reza
Pahlevi, 2023; TempoNews, 2024) mengungkapkan bahwa
transaksi dilakukan melalui transfer dana ke dompet digital
penerima, sering kali disamarkan sebagai "bantuan logistik"
atau "uvang transportasi" untuk relawan kampanye. Di
Palembang, misalnya, praktik ini tidak lagi menggunakan
vang tunai melainkan transfer via aplikasi dengan nominal
Rp100.000-Rp300.000 per penerima (Reza Pahlevi, 2023).
Beberapa kasus bahkan melibatkan skema per KK (Kartu
Keluarga), di mana satu keluarga menerima hingga Rpz1,5 juta
melalui platform digital (Reza Pahlevi, 2023). Karakteristik
utama modus ini adalah:

1. Anonimitas: Penggunaan akun dompet digital tanpa
registrasi (unregistered e-wallet) memungkinkan
pelaku menyembunyikan identitas (Anisah, 2023;
Koran Sulindo, 2023).

2. Kecepatan Transaksi: Distribusi dana dapat dilakukan
secara masif dalam hitungan menit ke ribuan
penerima (Kadek Melda Luxiana, 2023; Sholatar,
2024).
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BAB 3 — Dampak Politik Uang
Digital Terhadap Integritas
Pemilu

A. Distorsi Proses Demokrasi

Politik uang merupakan praktik yang sangat berbahaya dan
dapat mendistorsi demokrasi secara signifikan. Fenomena
ini terjadi ketika uang atau imbalan materi digunakan untuk
mempengaruhi pilihan atau keputusan politik masyarakat,
terutama dalam konteks pemilihan umum. Dampaknya
sangat merusak integritas proses demokrasi karena
mengganggu prinsip "satu orang, satu suara" yang menjadi
landasan sistem demokrasi yang adil.

Ketika politik uang merajalela, kualitas kepemimpinan dan
kebijakan publik menjadi terdegradasi. Hal ini terjadi karena
kandidat yang terpilih bukan berdasarkan kompetensi, visi,
atau program kerja mereka, melainkan karena kemampuan
mereka membeli suara pemilih. Akibatnya, orang-orang
yang memiliki sumber daya finansial besar namun belum
tentu memiliki kapabilitas yang memadai dapat menduduki
jabatan-jabatan  penting. Sementara itu, kandidat
berkualitas namun kurang mampu secara finansial menjadi
tersisih dari arena politik.

Politik uang juga menciptakan ketidaksetaraan dalam
kompetisi politik. Kandidat atau partai dengan dana besar
memiliki keuntungan yang tidak adil dibandingkan mereka
yang memiliki sumber daya terbatas. Hal ini mengancam
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BAB 4 - Kerangka Hukum dan
Regulasi

A. Analisis UU No. 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilu

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum memuat beberapa ketentuan penting terkait politik

uang:

a.

Larangan politik uang: UU ini secara tegas melarang
praktik politik uang dalam pemilu. Pasal 523 ayat (1)
menyatakan bahwa setiap pelaksana, peserta,
danfatau tim  kampanye pemilu dilarang
menjanjikan atau memberikan vang atau materi
lainnya sebagai imbalan kepada pemilih (Rizki,
2023).

Sanksi hukum: UU ini menetapkan sanksi pidana
bagi pelaku politik uang. Pelanggar dapat dikenakan
pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan
yang berlaku (Rizki, 2023).

Pengaturan dana kampanye: UU ini mengatur
secara ketat sumber dana kampanye vyang
diperbolehkan, termasuk larangan menerima
sumbangan dari pihak asing atau badan usaha
tertentu (Humas, 2017).

Transparansi keuangan: Peserta pemilu diwajibkan
untuk melaporkan sumber dan penggunaan dana
kampanye secara transparan (Humas, 2017).
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BAB 5 — Peranan Lembaga

A. Strategi Bawaslu Dalam Pencegahan
Politik Uang Digital

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah mengembangkan
beberapa strategi untuk mencegah praktik politik vang
digital menjelang Pemilu 2024.

1.

Pengawasan Digital. Bawaslu berupaya
memaksimalkan pengawasan di ruang digital untuk
mencegah dan mengatasi pemanfaatan politik uang
elektronik (Ameliya, 2022b). Hal ini penting
mengingat perkembangan teknologi digital telah
mengubah modus pelanggaran pemilu, termasuk
politik uang menggunakan dompet digital (Ameliya,
2022b). Bawaslu pastinya perlu membentuk tim
khusus yang menggunakan alat analisis big data
untuk memindai platform media sosial seperti
Facebook, Instagram, dan TikTok. Teknologi ini
mampu mendeteksi pola komunikasi mencurigakan,
seperti penggunaan kata kunci terkait penawaran
uang atau hadiah dalam konteks politik. Di Kota
Surabaya, Bawaslu menggabungkan  analisis
metadata dengan laporan masyarakat melalui
aplikasi  pelaporan real-time, memungkinkan
identifikasi akun-akun yang diduga terlibat dalam
politik vang digital (H. Putri & Agustina, 2024a).
Kolaborasi dengan penyedia layanan e-wallet seperti
GoPay dan OVO menjadi kunci dalam melacak aliran
dana mencurigakan. Bawaslu Provinsi Lampung,
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BAB 6 - Strategi Pencegahan
Komprehensif

A.Pendidikan Publik dan Kampanye
Kesadaran

Pengalaman di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa
sekolah-sekolah yang mengintegrasikan modul pendidikan
kewarganegaraan dengan studi kasus politik uvang mampu
meningkatkan kesadaran kritis siswa sebesar 42%
dibandingkan metode konvensional (Purba et al., 2023).
Universitas Negeri Medan (UNIMED) mengembangkan
program simulasi pemilu berbasis skenario yang melibatkan
mahasiswa dalam peran sebagai kandidat, pengawas, dan
pemilih, dengan hasil peningkatan pemahaman tentang
mekanisme pelaporan pelanggaran sebesar 35% (Purba et al.,
2023).

Gerakan Desa Anti-Politik Uang (APU) di Yogyakarta
menggunakan pendekatan "edukasi sambil berkegiatan"
melalui forum arisan, pengajian, dan pertemuan karang
taruna untuk menyisipkan materi tentang konsekuensi politik
vang. Model ini berhasil meningkatkan partisipasi warga
dalam pengawasan pemilu sebesar 28% dibandingkan desa
non-APU (Trias & Amrurobbi, n.d.). LSM seperti Komite
Independen Sadar Pemilu (KISP) mengembangkan sekolah
lapangan pemilu yang menggabungkan pelatihan teknis
pengawasan dengan pendampingan hukum bagi relawan
masyarakat (KISP, 2020).
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BAB 7 - Inovasi Teknologi Dalam
Pencegahan

A. Pengembangan Sistem Deteksi Dini
Transaksi Mencurigakan

Praktik politik uvang digital telah mengalami transformasi
signifikan seiring dengan perkembangan teknologi finansial,
menggeser metode konvensional ke ranah digital yang lebih
sulit dilacak. Lembaga keuangan dan otoritas pengawas
seperti PPATK, OJK, dan Bawaslu kini menghadapi tantangan
kompleks dalam mengidentifikasi transaksi nontunai yang
digunakan untuk memengaruhi pemilih. Inovasi teknologi
berbasis kecerdasan buatan (Al), analisis data besar (big
data), dan sistem pemantauan real-time menjadi solusi
krusial untuk mendeteksi pola transaksi mencurigakan.
Penelitian ini mengkaji integrasi antara kerangka regulasi,
kapabilitas institusional, dan kemajuan teknis dalam
membangun mekanisme pencegahan yang efektif, dengan
mempertimbangkan dinamika terbaru dalam Pemilu 2024
dan Pilkada serentak (Markahi, 2024b; Yosef Leon, 2024).

Politik uvang tradisional, yang sebelumnya mengandalkan
distribusi uang tunai atau barang secara fisik, kini bergeser ke
metode digital seperti transfer rekening, top-up dompet
elektronik, dan pemberian hadiah melalui platform digital.
Modus ini memanfaatkan ketergantungan masyarakat
terhadap layanan finansial digital, terutama di kalangan
pemilih muda yang melek teknologi (Yosef Leon, 2024).
Misalnya, tim sukses kandidat kerap mengirimkan dana ke

72



BAB 8 — Membangun Integritas
Pemilih Era Digital

A. Penguatan Literasi Digital

Transformasi digital telah mengubah lanskap politik global,
termasuk Indonesia, di mana praktik politik vang kini
berevolusi ke ranah digital melalui platform e-wallet, media
sosial, dan algoritma kecerdasan buatan. Dalam konteks
Pemilu 2024, penguatan literasi digital menjadi fondasi kritis
untuk melindungi integritas pemilih dari manipulasi finansial
dan disinformasi. Laporan ini menganalisis strategi
kolaboratif antara pemerintah, lembaga sipil, dan
masyarakat dalam membangun kesadaran kritis pemilih,
mengeksplorasi kerangka regulasi, inovasi teknologi, serta
model edukasi yang diperlukan untuk memutus mata rantai
politik uang berbasis digital.

Literasi digital dalam konteks pemilu meliputi kemampuan
pemilih untuk mengakses, menganalisis, dan mengevaluasi
informasi politik di ruang digital secara kritis (Afhiani et al.,
2024; Setyawan, 2023). Menurut UNESCO, literasi ini
mencakup lima dimensi: teknis (penggunaan platform
digital), kognitif (analisis konten), sosial (partisipasi dalam
diskusi online), etis (pemahaman norma digital), dan
emosional (pengelolaan bias psikologis) (Setyawan, 2023).
Dalam konteks Indonesia, literasi politik digital bertujuan
memutus siklus politik transaksional dengan memperkuat
kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi kampanye
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A. Tantangan dan Strategi Kunci

Praktik politik uang digital di Indonesia menghadapi
tantangan  multidimensi  yang kompleks. Pertama,
kompleksitas transaksi digital mempersulit pelacakan aliran
dana ilegal. Anonimitas teknologi seperti dompet digital,
kripto, dan transfer lintas platform memungkinkan praktik ini
dilakukan secara terselubung. Modus mikrotransaksi
(Rp20.000-Rp100.000) melalui e-wallet yang masif sering kali
disamarkan sebagai transaksi retail biasa. Kedua, regulasi
yang tertinggal menjadi penghambat utama. UU Pemilu No.
7/2017 belum mengatur eksplisit modus modern seperti
pemanfaatan NFT, staking kripto, atau airdrop token,
sementara batas "hadiah digital" dalam kampanye (e-
voucher, pulsa) masih ambigu secara hukum. Ketiga,
kapasitas kelembagaan yang terbatas, terutama di lembaga
pengawas seperti Bawaslu dan PPATK. Hanya ada sedikit
auditor terlatih forensik digital yang tersedia untuk seluruh
Indonesia, dan infrastruktur pengawasan berbasis Al belum
merata di daerah 3T.

Tantangan keempat adalah budaya dan persepsi masyarakat.
Politik vang digital dinormalisasi sebagai "bantuan sosial"
atau "hadiah biasa", bukan pelanggaran. Data BPS 2023
menunjukkan 43% masyarakat pedesaan tidak menyadari
bahwa menerima transfer digital termasuk politik vang.
Kelima, kejahatan lintas batas, seperti penggunaan fintech
global (PayPal, Wise) dan mata vang kripto, memfasilitasi
aliran dana gelap asing yang sulit dipantau otoritas lokal.
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Politik uang digital di Indonesia telah menjadi ancaman serius terhadap
integritas demokrasi. Tantangan dalam mengatasi politik uang digital
termasuk kesulitan dalam melacak transaksi digital, regulasi yang
ketinggalan zaman, dan keterbatasan kapasitas lembaga pengawas.
Teknologi seperti dompet digital dan cryptocurrency memungkinkan
transaksi ilegal dilakukan secara anonim, sementara UU Pemilu belum
mencakup metode baru seperti penggunaan NFT atau airdrop token.
Persepsi masyarakat yang menganggap praktik ini normal, serta kejahatan
lintas batas yang sulit dipantau, semakin memperburuk masalah ini.

Buku ini tidak hanya memberikan wawasan tentang dampak politik uang
digital, tetapi juga menawarkan strategi konkret yang melibatkan regulasi,
teknologi, dan partisipasi aktif masyarakat. Jika Anda ingin memahami
lebih dalam tentang bagaimana teknologi dapat mempengaruhi
demokrasi dan bagaimana kita bisa menjaga kedaulatan rakyat, buku ini
adalah pilihan yang tepat.
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